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TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR 

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor membentuk Tim Fasilitasi 

Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, yang di kelola 

tim Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris 

dan anggota yang akan melakukan pengawasan dana kampanye pasangan calon, 

Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, serta pelaksanaan Kampanye yang 

dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dan pihak lain dan/atau relawan. 

 
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor Tahun 2018 Nomor 141); 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata 

Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024. 

 



 
: 

Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 22/HK.01.01/K-NT-01/09/2024 
tertanggal 25 September 2024 ini pada intinya menjelaskan tentang Tim Fasilitasi 
Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 dimana Tim ini 
akan melakukan pengawasan dana kampanye pasangan calon, Partai Politik dan 
Gabungan Partai Politik, serta pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Alor dan/atau tim Kampanye dan pihak lain dan/atau relawan  

Catatan : Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten Alor tanggal, 25 September 2024. 

 

 


